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PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola

bagi hasil (syariah), sebagai bagian da an usaha koperasi yang bersangkutan.

ERSITAS AN D
Koperasi syariah t ..‘:» usaha yang bera . aka

orangorang atau badan
hukum koperasi dehgan melanda anya. berdasarkan prinsip syariah

sekaligus sebagal gerakan ang. berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk

a. Perorangan, yaitu orang yang adi anggota koperasi dan;

b. Badan hukum koperasi, yatu su perasi syariah yang menjadi anggota
yang memiliki- lingkup I1€hih lua )umnya koperasi, termasuk koperasi

syariah dikendalikan.secara bers 0. seluruh.anggotanya, di mana setiap
anggota me :ws’:- y ] utusan yang diambil
koperasi. | \ ungan ki put Sisa Hasil Usaha
atau SHU) d butdalam koperasi.*

Sejalan dengan _terseb m eput isan Menteri Negara

DJAJAA
Koperasi  dan M Mf‘w\&ﬁemb

91/Kep/IVIKUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Koperasi

Indonesia Nomor

Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk

berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam

! Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum
Koperasi Nasional, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN,
Pekalongan, Desember, 2014, him. 136.



masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.?

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah
untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang

bersangkutan. Koperasi Simpan Pinja ariah _sangat jauh berbeda dengan koperasi

konvensional, ki punga  sedangkan

Koperasi Simpani Pihjam Syariah .1 Koperasi Simpan

Pinjam Syariah berada di & an Bank Syariah

dibawah naungan'Bank Ind

Tujuan Koperasi Syarialj ac esejahteraan anggota pada

Khususnya dan fmasyarakat pd bangun tatanan

serta turut me

perekonomian yaRg slam. Berdasarkan

tujuan tersebut, make ~-.v-n peran sebagai berikut

0 EDJAJAA P, ¢ >
1. MembangNﬁtm gembangkan pote -.u, puan anggota pada

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan
sosial ekonominya;

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah,
professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istigomah) di dalam
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi;

2 http://edisi03.blogspot.com/2008/08/kjks-dan-ujks.html, Tanggal 1 Mei 2018.
Ibid.
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4, Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga
tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan;

7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.”

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yaitu :

Perjanjian Pembiayaa 3 | i Y ia ajib paling sedikit

memuat :

1 enggambarkan jenis akad
2.

3.

4. dan/atau jasa);

5.

6. odal, barang dan/atau jasa);

7.

8.

9.

10.

11.

12 g diberikan antara

ct by YJAJ . ‘ 3
aasu ansvw&d" ANG>

Biaya provisi; dan 5
d. Biaya notaris.

13.  Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan
jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;

14.  Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian
perselisihan;

15.  Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan

16. Ketentuan mengenai denda (ta’jir) dan/atau ganti rugi (ta'widh).’

4 -

Ibid.

® Pasal 11 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.



Apabila di kemudian hari timbul persengketaan di Koperasi Syariah maka
secara tidak langsung dalam proses penyelesaian sengketanya tetap mengacu kepada
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena tidak ada aturan yang
menjelaskan debitur selain beragama islam penyelesaian sengketa nya di pengadilan

negeri. Sedangkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IVV/2000

Tentang Pembiayaan, Mudha askan,_penyelesaian sengketa
" 4

pembiayaan murﬁl)P;ah di Badan Arbitrasi Syari‘ah. R

Pasal 55{UU No. 211 an Syariah, yaitu :

1. Penyelesalan seng -ﬁ'ﬁa.. oleh jpengadilan dalam
lingkungah Peradila ‘ ool

2. Dalam hal para p ; esaiah sengketa selain
sebagaimana dimaksud pdda an sengketa dilakukan sesuai

dengan isi Akad

imaksud pada ayat (2) tidak boleh

bertentanga

Sejak tu \ riah di tahun 1998

penyelesaian sengﬁp\ of Vi proses Arbitrase

oleh Badan Arb| ) donesia, (B - AMUD- dan kemudian berubah menjadi
"Ny K BANOC

Badan Arbitrase Syariah Nasm&ﬁ?wrat Keputusan Majelis

Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/X11/2003 karena rata-rata akad (perjanjian)

antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan arbitration clause.
Namun sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul pilihan

® pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



penyelesaian sengketa yang baru, karena Pasal 49 huruf (i) undang-undang ini
memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk
di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan
agama. Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan juga telah

ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Dalam

sengketa antara BankVSyariah dengan ahnya ditempuh dan diselesaikan melalui

Peradilan Agama, dan pe ‘3.%'2‘ perti melalui musyawarah,
Lo il S
D ararn

mediasi perbankan serta A itrase] Syariah Nasional

(Basyarnas). Pada umumnya dan jba al penyelesaian sengketa

di luar peradilan falah-melalui m@isyawar mediasi perbankan. Menurut Takdir

3 v

Ale | i {
1aK [ " of
SO b e
O+ 4

Rahmadi, keadila arbitrase, tetapi juga

melalui cara-cara muSyaws nufaka
KSP Sahabat-Mitra m&" Jm dari suatu bentuk kemitraan
07 g EDJAJAA N Sl _ _
untuk mengembang an- hjam koperasi. Melalui
N AN
mitra antara Bank Sahabat Sampoerna dengan koperasi, maka sistem yang digunakan
adalah sistem perbankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja koperasi dan

menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka

peluang sukses permodalan bagi koperasi.

” Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012, him. 9.
® Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, him. 32.



Permasalahan bermula dari Akad Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris X
tentang akad pembiayaan murabahah pada tanggal 2 Juli 2012 antara Tuan A selaku
Branch Manager KSP Sahabat Mitra Sejaticabang Duri dan Tuan B selaku Financing
Officer KSP Sahabat Mitra Sejaticabang Duri (Kreditur) dengan Tuan C (Debitur)

yang mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya D yang beragama kristen. Dalam

dalam penyelesaian  sengketa ik kredi elakukan secara

oo

ang Akad Pembiayaan
Murabahah tersebut, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak
menghasilkan kata sepakat, maka sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas). Sedangkan di dalam Pasal 13 ayat (1) Akad Nomor 1
tentang Akad Pembiayaan Murabahah menjelaskan bahwa, Akad pengikatan agunan
dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas). Serta dalam Pasal 13 ayat (3) Akad Nomor 1 tentang Akad Pembiayaan



Murabahah menjelaskan bahwa, pihak kreditur juga bisa menetapkan sita jaminan
(conservatior beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag) oleh pihak ketiga.

Dalam pembuatan akad pembiayaan murabahah terdapatnya kejanggalan
dalam proses penyelesaian sengketa yang akan menimbulkan kekacauan dalam proses
penegakan hukum khusunya dalam pembiayaan syariah. Sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam amar putusan an_Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-

X/2012 penyelef : adn® syariah! diselesaikan di

1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad
pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri?

2. Apa saja akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada
akad pembiayaan murabahah di KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri?

C. Keaslian Penelitian



Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad
pembiayaan murabahah sudah pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh :

1. Samarul Falah, pada Tahun 2010, judul “Implementasi Hukum Kontrak

Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Um  mate ' sy glah sesuai dengan
prinsip-prin :

ol rerbankan memilih

am Pasca Sarjana, Fakultas

2. Ita Tresnawati, pada Tahun 2015, judul “Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Melalui Cara Non Litigasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Di
Surakarta”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode hukum empiris pada
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.

Hasil dalam penelitian ini adalah :



Adanya ketidak sinkronan antara pasal 26 dengan pasal 55 undang
undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya kendala
ketidaksiapan infrastruktur Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa,
kurangnya peran dan fungsi dewan pengawas syariah, kurangnya sumber daya
insani yang profesional dan kurangnya sosialisasi dan informasi mekanismer
ariah di

penyelesaian sengketa perbankan masyarakat sesuai dengan

I Majelis Ulama

; =
3. Muhammad Faqih, ﬁ"‘w’g?:‘ Perbankan Syariah Melalui

Lo P~ W
P A

ketentuan
Indonesia.

b

Badan Arbitrase slam [Negeri  Alauddin
Makassar!

Hasil da m Penelitian i

penyeles: /
Nasional tic (1

aL ul lembaga peradilan,

hanya saja_harus ‘;@% J;m.‘ ‘Ta bahwa jika ada

22 ¢ 5 et .
sengketa aka ki i efalui forum arbitrase

syariah. Putusan Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi alasan

Arbitrase Syariah

mengapa arbitrase menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa

perbankan syariah

D. Tujuan Penelitian



Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai,
maka tujuan utama penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah

pada akad pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang

Duri.

2 Untuk mengetahui apa akibat h adap penyelesaian sengketa ekonomi
syariah pada akad-pembit ah-pada abat Mitra Sejati
cabang D r .

E. Manfaat Penelitia

Adapun manfaat d n yaitu :
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, ﬁtuk memberiKa

bidang hukum pe v\ » efa ekonomi syariah
pada akad pembiayaas ue/ I diharapkan dapat
berguna sebagai sumbangan pe ’@b Wl u a hingga keberadaannya

dapat dipergunakan unty

su ih ilmu pengetab an khususnya di

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan
bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya
terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap penyelesaian sengketa ekonomi
syariah pada akad pembiayaan murabahah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual



Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai
landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran
yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti.® Teori yang biasa digunakan

untuk  menganalisis  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Teori-teori  ini

sesungguhnya diha gun berdasarkanteori yang dihubur kondisi sosial di

G
=

mana hukum dal m.éi‘ti sistem norm lite skan.'® Dalam hallini teori dan asas
yang dapat digunakan adala

a. Teori Kepastian

fa

hukuman tertentu. syarakat, berbangsa dan

Hukum adalah peratura , nentukan tingkah

laku manusia da arh lingkunga ang dibuat oleh Badan resmi yang

berwajib, pelangga ya tindakan, dengan

bernegara memiliki kedudukan @%« m I"takan, bahwa :

. ¥ vuDJAJA AN Te > o
“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun

negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1996, him. 127.

10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka
Pelajar, Bandung, 2010, him. 140.

11 7.B Daliyo, Pengantar llmu Hukum, Prenhalindo, Jakarta, 2007, him. 30.



Pancasila”.!
Negara Indonesia dalam mencapai cita hukum, sesuai pada Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”.13
Maka dari itu setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk
warga negara (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan
hukum.* Penegakan hukum bergantung pada, subtasi hukum, struktur hukum,
pranata hukum dan budaya hukum. Subtansi hukum adalah bagian substansial yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi hukum juga berarti
produk yang dihasilkan oleh orang yang bereda dalam sisten hukum yang
mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka
susun.™
Tiga unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (Gerechtigkeit);

2. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit); dan

12 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, Jakarta,
2007, him. 15.

13 pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, him. 48.

13 http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2018.



http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html

3. Kemanfaatan Hukum (Zweckmabigkeit).*®

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan
jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan
hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan

dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita
hukum (Rechtide IT
(Machtsstaat). Hukﬂm berfungsi pe indungan kepeptingan manusia,

penegakkan hukum harus

Kepastianthukum (F
Kemanfaat hukum
Keadilan hukum (Gerechtigke
Jaminan hukum (Doelmatig

NS>

Kepastiahi h K 1 setiay : vujud dengan ditetapkannya
hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. H Upada dasarnya tidak

dibolehkan nz.-,v(.,--‘-- 7 ,a.u) justitia et pereat
mundus (meskip U ni ‘I! =.‘J"R n..‘ n‘.@ ]
YTouk\ > JBAY
oleh kepastian hukum. Kepastian/mkﬁm%rupakan perlindungan yustisiabel

<

yang diinginkan

-~ >
1(,-

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum

16 Gustav Radbruch, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmafigkeit, dikutip oleh Shidarta dalam
tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,dari buku Reformasi
Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, him. 3.

17 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 43.



masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena
bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat
dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.®

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum
harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan

keadilan. Hukum itu bersifat

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.
Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

'8 Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005, him. 42.
9 1bid., him. 43.



2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
3. mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara
terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang
satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.?

Kepastian hukum,_seca . Wtﬁ;@gqmgﬁww ‘@EA ibuat_dan diundangkan
o

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelasl dalam arti tidak

menimbulkan ke agua-raguan ) dan

- Ic dalam artif ia menjadi suatu
Lo al Yo

gan nor ldak .perbi ran

N NN

sistem norma de atau menimbulkan
konflik norma. Konflik G dakpastian aturan dapat
berbentuk kontestasinorma, reduk distorsi norma.”*

Undang-und g dar i itivis dapat dikatakan
sebagai corong l
l’esprit des lois”, m‘\

<
(“Dans le gouvermept-rep o) ‘ ion que les juges

bukunya “De

les parolesde la loi, des etres inanimes qui n’en peivent moderer ni la force ni la
rigueur”) (“Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa
undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tertulis
dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya
merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak

20 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 157-158.

“L 1bid., him. 159-160.

2 pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara
Pidana, Alumni, Bandung, 2005, him. 120.



berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun
kekerasannya”).23

Legisme sejalan dengan Trias Politika dari Montesquieu menyatakan bahwa,
hanya apa yang dibuat oleh badan legislatif saja yang dapat membuat hukum, jadi
suatu kaidah yang tidak ditentukan oleh badan legislatif bukanlah merupakan suatu
kaidah, hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan undang-

undang. Penegakan,huk ﬁ\e@W@SWL ukum,_juga akan membawa

masalah apabila

‘penegakan hukum terhadap permasalahaﬁ': ang ada dalam
masyarakat tidak tlapat diseles ani dankeadilan.*

= —~ ; i .
Hal menarik, apah ; INSUr-yano ng tarik menarik antara
~N AN

Keadilan dan Kepastian H - an:;

“Keadilan dan kepastian an' dua tujuan hukum yang kerap kali
tidak sejalan satu sama lain daRgsulit arka dalam prak ik hukum. Suatu
peraturan huku ng lebih ‘"aﬁyél hituntutan. kepastian hukum, maka
semakin besar u‘ ﬂ,«- gkinannya as erdesak. Ketidak
sempurnaan peratt \ m ini dalam p / dan jalan memberi
penafsiran atas pera a kejadian konkrit.
Apabila dalam perﬁua\ .q.rw""""” kepastian hukum
saling mendesak, “ i mm’ﬂy@% -& akan keadilan di atas

kepastian hukum?- 0, TDJAJA o
Roscue Pound sebagal salah satu ahli hukum yang bermazhab pada

Sosiological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa :

28 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, him. 114.

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, him. 30.

%® Roeslan Saleh (dikutip dalam Bismar Siregar), Kata Hatiku, Tentangmu, Diandra Press, Jakarta,
2008, him. 121-122.



“Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat

(law as a tool of social engineering)”.?
Kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan
hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan
memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan

yang dikedepankan dibandingkan kepastian hukum. Keadilan merupakan

hakekat dari hu F: mewujudkan hal

demikian. Disa piﬁé kepastian h lain yang perlu

diperhatikan adalah keman

Kemanfaatan dal hall yang tidak bisa
dilepaskan dalam mengukur Kehe : ukum! Menurut aliran
Utilitarianisme, négakan huk jmem tujuan berdasarkg manfaat tertentu
dan bukan hanyalsekec 4

N\,

tujuan tertentu yang berme

,/tetapi mempunyai

g

>

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Uy ™ Y F, D J
Sengketa\daéahter baca Sie

terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara

AJAA TGO
djamdan, dimand-saja. Sengketa dapat

G;
kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara
perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata

lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam

% Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat
Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2005, him. 113.
27 syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009, him. 129.



lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang
terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang
harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.?®

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik.

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orangorang, kelompok-

atau konflik yan!ﬁ’]a;iJ ok-kelompok yang

et

mempunyai hub géﬁ atau kepentin ama.atas suatu objek kepemilikan,

-~
~
~

yang menimbulkan akiba ang lain.* Konflik atau
_ WA
P e W N

sengketa merupakan situz ang Saling mengalami

perselisihan yang bersifat faktug perselisihan yang ada pada

persepsi mereka saja.*

1. Penyelesaia

Menurut Su

“Litir la m‘ ‘Lm. flik yang diritualisasikan untuk
O EDJAJAA

menggantlka\nkbﬁﬂ'l esun .

n oD .
gguhnya a-para pihdk-memberikan kepada
seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.

9531

%8 Sarwono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia, Logoz Publishing, Bandung,
2016, him. 7.

%% Winardi, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung,
2007, him. 1.

% Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers,
Jakarta, 2011, him. 1.

1 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolutions (ADR), Ghalia
Indonesia, Bogor, 2000, him. 21.



Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana
semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk
mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian
sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat

for litigants to fﬁ'il ang apat ' putt ang berkekuatan
hukum tetap, untuk menyelesaika A ansi- peradilan saja, harus antri
menunggu.*

2. Penyelesalan Sengk ‘

Dalam penyelesaian sehgk gasi, kita telah mengenal

adanya penyelesaian sengketa alf@f Iternative Dispute Resolutin (ADR),

yang dijelaskan dalam Pasal 1 @ or 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase damAL

el

“Alternatif Penyeleﬁ"en w@i’ ye n sengketa atau beda

Y

_ .Allb

luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

i {' y 1 ‘5'\ . .
pendapat melalui prosedur yang.é yaknipényelesaian sengketa di

5934

%2 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, him. 16.

%3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 233.

* pasal 1 angka (10), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.



Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian
sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi
kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.*®

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien

sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian

berbagai bentuk, §

a) Arbitrase ,
Pasal 1 ayat (1) I hun 199 J pahwa, “Arbitrase

didasarkan pada perjanjian’ X af,secara tertulis oleh paa pihak yang
bersengketa”. Arbi ig antisipasisperselisihan mungkin terjadi
maupun yang se pat diselesaikan secara
negosiasi/konsultasi erta untuk menghindari

Menurut Ficher dan siasi me ikasi h yang dirancang
untuk mencapai emiliki berbagai
kepentingan yang dengan apa yang

permasalahan yang Sedang dihadapi-ofeh kedua betah-pihak:3®_ L
¢)  Mediasi %! K\ ™ Y/ ANGS>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 T Tentang Prosedur Mediasi
Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation)

% Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab
Mediasi di Pengadilan, BerdasarkanPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan, Jakarta, 2016, him. 1.

%6 yahya Harahap, Op. Cit., him. 236.

%7 Nurnaningsih Amriani, Op. Cit, him. 23.

%8 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009, him.
21.



melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga
yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.*

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi
konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam
mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para
pihak. Jika gara pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi
resolution.*

e) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan
meminta pendapat atau penilaian ahli erselisihan yang sedang terjadi.**

C. Teori Ke@_

Kesepakntan.étau kata sepal an.bentukkan atau merupakan unsur

keadaan dimana {pihak-pit ' jlan mencapai suatu

kesepakatan atau tercapainya suat

Menurut Riduan Syahrani bahwa

“Sepakat mereka lyang meng 1 diriny: para pihak yang
membuat perjanjia it ¢ e@auan atau menyetujui
kehendak masing-masing gan tiada paksaan,

Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada empat teori tentang saat terjadinya

sepakat yaitu :

%9 yahya Harahap, Loc. Cit.

“0 Nurnaningsih Armani, Op. Cit, him. 34.

*! Takdir Rahmadi, Op. Cit., him. 19.

*2 penjelasan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*3 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000, him. 214.



Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada
saat dinyatakannya kehendak pihak penerima.

Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi
pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima
tawaran.

Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak yang
menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu
terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak
yang menawarkan.**

Undang ak dianggap sah

apabila telah memenuhi’ empat syarat yakni syarat-syarat sah /g perjanjian dalam

Pasal 1320 KUH 3erdata yang

1.

el N S

Sepakat

dalam doktrin._ilmu hukum yang

Dua unsur ang mengadakan

Dua unsur\pbll

perjanjian (unsur obyektif).

PN sing dengan obyek

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para

pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan

* Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku 11l Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT.
Alumi Bandung, Bandung, 2005, him. 76.
* R. Subekti, Op. Cit., him. 33.



obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati
untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan
menurut hukum.* Pasal 1320 KUH Perdata, mensyaratkan adanya kesepakatan
sebagai salah satu keabsahan kontrak. Keabsahan mengandung pengertian bahwa
para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu
perjanjian atau pernyataanupirhak yang satu_‘“cocok” atau bersesuaian dengan

IVERSITAS AND AT 2 o]
pernyataan pihak yang f_!éjry-)-baiam Pasal '1321"'|2{l»1ﬁ§>_¢rdata, yang lengkapnya

berbunyi :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan Jika 'diberikan karena kekhilafan
atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.48

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk dua
unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dalam perjanjian
merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian
mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara
melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.
G.  Kerangka Kongeptualess™ "0 i, BANCET

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam

batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu :

*® Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, him. 94.

" Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
Kencana, Jakarta, 2010, him. 162.

*8 pasal 1321, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



1. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh
pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini
kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka
terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.*’

2. Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti.

Secara harfiah ia berarti “jalan ke sebuah mata air”. Ia bukan hanya jalan

juga jalan yang
diimani ole Dagal. | 1g dibentangkan oleh
Allah, Sa g Pencig : abi Muhammad

SAW.*

4. Murabahah adala akan harga perolehan
dan keuntungan (margin) yang disépakati oleh penjual dan pembeli. Dalam

teknis perbankafit syariahs=aka eTupaka sh™satu bentuk natural
certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan require rate of

profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh).>

9 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2012, him. 12.

%0 Abdur Rahman 1., Doi Inilah Syariah Islam, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991 him. 1.

*! pasal 1 angka 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah.

52 Adiwarman Karim, Loc. Cit.



5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.™

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ara yang digunakan untuk memperoleh

pengetahuan ya melalui entu.« Secara  sistematis.
Penelitian ini tefmasuk kedalam pe n m, yang ditinjau dari segi sifat,

bentuk, tujuan dan penera ] olin ilmu* Metode adalah

proses® atau prihsip tata , sedangkan penelitian

adalah pemeriksaan secara hati-hati adap suatu gejala untuk
menambah pengetahuan manusigf® Pe bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara mati

Metode penelitia ' an bagaimana cara

atau langkah-langkahyang hz '@“*“m n’Bcara sistematis dan

. . O EDJAJAA N o 0
logis sehingga =-- a.®® Maka dalam

penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

% Ppasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.

5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, him. 7.

*® Thamrin. S., Metode Penelitian, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, him. 4.

%6 Soerjono Soekanto, Op. Cit., him. 6.

>’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 1.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 46.



1. Pendekatan dan Sifat Penelitian
Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis
Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yang khususnya

mempelajari atau menteliti akad pembiayaan murabahah nomor 1 yang diterbitkan

oleh Notaris.
2. Sumber data
ERSITAS AND
Penelitian ini ‘. a “sekunder ya iperoleh melalui

a. Bahan H ﬁu[n Pri dir lari Jndang Republik

Indonesial Nomor Undang-Undang

Republik I i ang» iTrbankan Syariah,

Peraturan| |

Tentang ¢ ariah dan akad

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi,
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dalam bentuk kamus.



3. Analisis Data dan Cara Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah
mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas perkara.
Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan
dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku

dan literatur lainnya.

Terhada d \“yang-—tela g rsebut™ kemudian  dilakukan
pembahasan dengan - rﬁpe?hatika & “yang mengaturnya.
Dari hasil pemba n ters i kegw pulan dengan cara
induktif, yaitu penarikan ang sifatnya khusus

kepada yang sifat E umum.

-

% Tim Penyusun, Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis, Program Magister Kenotariatan Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hal. 7.






